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KATA PENGANTAR ! 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, l<j3rena atas rahmat dan 

hidayahNya, karya ilmiah ini dapat terselesaikan . 

Kemiskinan masyarakat peisir pantai suifoh menjadi pemahaman 

umum. Namun tidak sedikit dijumpai potensi-phtensi yang mereka miliki. 

Selain sumber-daya yang melimpah, sumberdaya manusia, juga 

kekompakan masyarakat desa pesisir merupakan hal yang patut untuk 

digali. Kelompok swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat 

(Pokmas) merupakan wahana bagi para nelayan dan masyarakat lainnya di 

daerah pesisir untuk mencapai suatu tujuan. Seperti kelompok pengajian, 

industri kecil dan nelayan. 

Penulis menyadari bahwa tu lisan ini masih belum sempurna, 

mengingat banyaknya keterbatasan yang dimil ik i . Untuk itu penulis 

mengharapkan kri tik dan sumbang saran dari pernbaca sekalian untuk 

perbaikan selanjutnya . 

Medan, Oktober 2002 

Penulis 

Mardiana, S.E 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Luas wilayah Indonesia sebagian besar n erupakan lautan yaitu 

sekitar 5,8 juta Km 2 dengan panjang garis pantai ;ekitar 81.000 Km 2 dan 
i 

terdi-ri dari 17 .508 pulau. Laut menyimpan pote!1si pembangunan yang 
t 

sangat besar, bail< sumberdaya alam hayati dan nbn-hayati. 

Dengan diberlakukannya Undang..,undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Dae1-ah, maka semakin nyata a1-ah kebijaksanaan 

pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 10 UU No.22 

Tahun 1999 menyebutkan bahwa 1 daernh berwenang mengelola 

sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab 

memelihara kelestarian lingkungan. 

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah membawa 

konsekwensi bagi daerah untuk dapat menyediakan sumber-sumber 

pembiayaan yang memadai 1 guna memenuhi tuntutan pelayanan 

masyarakat yang semakin bertambah dan beragarn. 

Sumatera Utara mempunya i panjang pantai sekita1- 1.300 km, yang 

terdi1-i dari Pantai Timur sepanjang sekitar 545 km dan Pantai Barat 

sekitar 3.25 km, serta pantai Pulau-pulau Batu Nias sekitar 380 km. 

elayan di Sumatera Utara sebanyak 118.486 keluarga, dengan ju:nlah 

armada pendukung pengangkapan ikan 27 .727 unit yang sebagian besar 

erupakan perahu tanpa motor. 
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Secara umum masyarakat pesisir/pantai yang disebut sebagai 

nelayan adalah merupakan masyarakat yang lebih rniskin dibandingkan 

dengan masyarakat lainnya. · Nelayan juga merupakan bagian terdepan 

dari kemiskinan dan keterbelangan ekonomi dan pendidikan. Secara 

ekonomi pendapatan perkapita nelayan masih sangat rendah. Banyak 

ha! yang menyebabkannya diantaranya karena lemahnya pengetahuan 

dan keterampilan nelayan. 

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan masyarakat di pesisir 

pantai, pemerintah telah melaksanakan motorisasi perahu-perahu 

nelayan melalui pemberian bantuan k1·edit pernilikan pei-ahu motor yang 

dituangkan dalam Kepres No. 39 tahun 1980. Narnun bantuan tersebut 

tidak dilengkapi dengan peningkatan pengetahuan dan keterarnpilan 

masyarakat secarn lebin luas, yang mengakibatkan bantuan yang telah 

iberikan tidak begitu besa1· rnanfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan 

1.asyarakat. 

Prinsip pernberdayaan yang perlu dikembangkan tidak hanya 

ers.ifat incremental yang hanya meningkat sedikit demi sedikit, 

elainkan perlu dilakukan big push dan komprehensif dengan dukungan 

semua pihak. Agar pemberdayaan yang bersifot dapat dinikmati oleh 

, asyarakat luas, maka perlu dilakukan perubahan paradigma dari 

_ akeholders menjadi shareholders di mana masyarakat menjadi pemilik 

· n penerima hasil. Prinsip pepatah " Jangan ~eri ikan, tetapi berilah kail" 

ah tidak lag i dapat dilaksanakan dewasa ini. ?arad igma yang harus 
l 

embangkan adalah rnernberikan sa luran bag i i kail yang dirniliki dan 

a yang dihasilkan oleh masyarakat. ! 
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Paradigma baru dalam pembangunan yang sesuai dengan UU No. 

22 Tahun 1999 adalah . memberikan titik tolak pembangunan dari 

masyarakat. Pembangunan yang berpusat di 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adil 

pemban-g-t1-Ran itu sendiri dapat dipertahankan. 

masyarakat mampu 

dan keberlanjutan 

Pembangunan yang 

berpusat pada masyarakat mengutamakan keswadayaan masyarakat. 

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan 

menciptakan suasana yang memungkinkan p0tensi masyarakat 

berkembang. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat 

guna memperkuat potensi ekonomi mereka melalui peningkatan taraf 

pengetahuan, kesehatan dan terbukanya kesempatan untuk 

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Mengembangkan ekonomi 

masyarakat juga dapat dilakukan dengan melindungi dari persaingan 

dalam proses mengembangkan prakarsanya . 

Dalam struktur sosial masyarakat, komunitas nelayan di desa 

diidentifikasikan sebagai kelompok masyarakat miskin. Banyak faktor 

yang menjadi penyebab. Namun , seca1-a umum disebutkan keterbatasan 

sarana dan pi-asarana penduduk te1-hadap aktivitas sosial telah 

enyebabkan mereka menjadi tidak bisa leluasa dalam mengolah 

sumberdaya yang ada. Dengan tujuan untuk mengentaskan mereka dari 

ondisi kemiskinan yang selama ini mengekang, polarisasi pekerjaan 

· elayan perlu dilakukan dengan berbagai fasilitas pendukung yang 

i a'.langkan . Yang menjadi permasalahan c.dalah bagaimana 

en ingkatkan penghasilan masyarakat nelayan tersebut, agar mereka 

at lebih makmur, dapat memenuhi kebutuhannya dan lebih meningkat 

·::::s:ejahteraannya. 
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Masyarakat di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten 

Langkat sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang umumnya 

memiliki alat tangkapan ikan yang sederhana yang tidak begitu produktif. 

Alat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena potensi laut 

menghendaki jenis peralatan lain yang lebih efektif atau peralatan 

modern yang lebih membutuhkan modal besar. 

Mereka yang berkerja sebagai buruh nelayan penghasilannya tidak 

memuaskan, karena posisi mereka yang lemah dalam negosiasi 

penetapan upah/pembagian hasil dengan rnajikan mereka yang 

merupakan pengusaha ekonomi kuat. Namun demikian penghasilan 

mereka relatif lebih stab il dibandingkan dengan rielayan tradisional. 

Untuk rneningkatkan penghasilan masyar- ;~kat setempat, usaha 

yang perlu dilakukan adalah dengan menciptakan pekerjaan sebanyak­

banyaknya untuk rnereka, baik langsung untuk k·l:pala keluarga ataupun 

anggota keluarga, sehingga mereka mempunyai bendapatan pokok dan 
i 

sampingan yang cukup rnenunjang peningkatan pt:1ndapatan keluarga. 

Salah satu ca ra yang dapat ditempuh yaitu dengan mengadakan 

elatihan kepada \Varga masyarakat mengenai aspek usaha-usaha kecil. 

al ini tentunya dilakukan berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia 

aik dilhat dari jurnlahnya, kualitasnya dan rninat masyarakat. Selain itu 

icarikan kelompok usaha menengah yang bersedia bertindak sebagai 

itra usaha atau mendirikan usaha di Desa Perlis. 

Sasaran pembangunan desa pantai adalah keterlibatan nelayan 

adisional dalam produksi hasil laut dan pertambakan, agar perikanan 

yat membe1·ikan kontribusi optimal berupa manfaat ekonomi terhadap 
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asyarakat dalam rangka pengembangan wilayah. Upaya mencapai hasil 

timal pembangunan desa pantai memerlukan pola rencana yang tepat 

sehingga jelas terlihat peningkatan potensi ekonomi maritim dikaitkan 

.engan pengembangan wilayah. Dengan dilakukannya pola 

engembangan desa pantai, kehidupan ekonomi masyarakat di bidang 

erikanan, pertanian, perkebunan, peternakan yang lainnya ikut akan 

erdorong. Untuk itu perlu dilakukan studi tentang pemberdayaan 

elompok masyarakat desa pantai di Desa Perlis Kecamatan Brandan 

Barat Kabupaten Langkat. 

1.2 Tujuan Studi 

Studi ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Mengenali keridala yang dihadapi . untuk merigatasi kemiskinan 

nelayan di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten 

Langkat. 

2. Mengenali potensi kelompok masyarakat dalam mengatasi 

kemiskinan di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten 

Langkat. 
' 

Mengetahui implikasi kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah 

Daerah dalam mengatasi hal tersebut. 

Manfaat Studi 

asil studi ini diharapkan akan memberikan .-nanfaat : 

Bagi Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya Kantor 

emberdayaan Masyarakat Desa, sebagai informasi untuk 

erencanakan kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan 

esa pantai. 
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Polarisasi mata pencaharian nelayan rneliputi pengetahuan nelayan 

tentang teknologi penangkapan ikan, peluarg kerja selain nelayan, 

ketersediaan modal, jum/ah anggota ke/uarga yang dapat membantu 

kerja dan pengetahuan ten tang pengolahan hasil tangkapan. 

Faktor-faktor internal yang mungkin menjadi hambatan dalam 

polarisasi mata pencaharian nelayan seperti pendidikan, keterampilan, 

pengetahuan pemasaran, jenis peker_jaan dan jenis kelarnin. Faktor 

eksternal yang akan diuraikan sebagai penghambat menurut nelayan 

seperti kebija kan/perlindungan pen~erintah, kebijakan kredit perbankan, 

dan keterlibatan organisasi KUO atau HNSI. 
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PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR 

2.1 Konsep Pembangunan 

Sukirno ( 1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep 

Pembangunan mempunyai .3 sifat penting, proses 

terjadinya perubahan secara terus rnenerus, adanya usaha untuk 

menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan 

masyara kat yang terjad i dalam jangka waktu yang pcinjang. 

Menu1·u t Todaro ( l 998) pembangunan bukan hanya fenomena 

semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui 

sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian 

pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi 

j amak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan 

embali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam 

al ini a1tinya membahas komponen-kornponen ekonomi maupun non 

_ onomi. 

Rostow (dalam Jhingan, 1993. jug a menyatakan bahwa pengertian 

m bangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, 

api juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. 

lam perkembangannya, pembangunan rnelalui tahapan-tahapan : 

asyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan 

· 
0 uju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara 

an ini adalah tahap landas yang didorong oleh satu atau lebih 

r . Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik 

::::-:samanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. 

8 
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Todaro ( 1998) juga yang menyatakan bahwa pembangunan 

ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau 

enghapuska n kemiskinan, ketirnpanga n dan pengangguran dalam 

nteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang 

rkembang. 

Menu rut Hanafiah ( 1982) pengertian pembangunan mengalami 

rubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai 1960-an 

enunjukkan bahwa pembangunan yang berurientasi pada kenaikan 

dapatan nasional tidak bisa memecahkan mcsalah pembangunan. Hal 

· i erlihat da1·i taraf hidup sebagian besa1· masyarakat tidak mengalami 

aikan kendatipun target kenaikan pendapa t~~in nasional per tahun 

0 ingkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam 

garti ka n ist:ila h pernbangunan secara sempit. ' 

l 
Akhimya disadari bahwa pengertian pemba \"1gunan itu sangat luas 

hanya sekedar bagaimana menaikkan per ,:iapatan nasional saja. 

angunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan 

dilakukan negara untuk mengembc: ngkan kegiatan ekonomi dan 

idup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada umumnya 

isikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per 

enduduk sua tu negara meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan Wilayah Pesisir 

engertian pembangunan wilayah menu rut Sandy ( 1982) pada 

- nya adalah pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah 

isesuaikan dengan kernampuan fisik dan sosial wilayah tersebut 

etap mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Menu rut 
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Hadjisaroso ( 1994) pengembangan wilayah merupakan suatu tindakan 

mengembangkan wilayah atau membangun daerah atau kawasan dalam 

rangka usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. 

Sedangkan menu ru t Jayadinata ( 1992) mengemukakan pengembangan 

wilayah adalah memajukan atau mernperbaiki serta meningkatkan 

sesuatu yang sud ah ada. 

Pemerintah melakukan berbagai program pernbangunan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan tersebut 

berlandaskan pada pengertian sebagai pembangunan manusia seutuhnya 

dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Suhardi, 1985) 

Telah disadari bahwa negara mempunyai peranan yang sangat 

besar tidak hanya dalam konteks nasional teta pi juga tingkat 

pembangunan regional. 

mengikuti pei-kembanga n 

Kebanyakan negara-negara berkembang 

yang sentra listi k dalam pembangunan 

daerahnya. Deng an kata lain, pemerintah pusat menciptakan institusi di 

dae1-ah dalarn usaha mempertahankan kekuasaannya a tau 

ewenangannya. Mereka juga memusatkan aktivitas perencanaan dalam 

angka kepentingan nasional (Rondinelli dan Cheema, 1983 g_g_lgffi_ 

Subhilhar, 1996). 

Sasaran Pembangunan daerah harus diterjemahkan dari tujuan 

:>embangunan nasional. Dimana tujuan pembangunan daerah harus 

nsisten dengan tujuan nasional yang umumnya terdiri atas : 

Mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat 

enyediaka n kesempatan kerja yang cukup. 

c:: merataan pendapatan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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d. Mengurangi perbedaan antara tingkat pendapatan, kemakmuran, 

pembangunan serta kemampuan antar daerah 

e. Membangun struktur perekonomian agar tidak berat sebelah. 

Pelaksanaan pembangunan dengan 01-ien !asi pada pertumbuhan 
j 

dan pemerataan pendapatan, harus berlandaskan pada prinsip 

pembangunan daerah. Dengan memperhatikan bahwa hakekat 

pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya maka dapat 

dipikirkan pendidikan sebagai strategi dasar pengembangan lingkungan 

wilayah pantai dengan pengertian pendidikan sebagai suatu proses untuk 

membuat seseorang mampu hidup dalam masyarakat (Hadjisaroso, 

1994). 

Pembangunan pedesaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalar:n 

menguasai lingkungan sosial, yang disertai dengan meningkatnya tingkat 

hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut (Inayatullah, 

1977). 

Konsep " Pengembangan Wilayah Pantai" mendasarkan diri bukan 

pada konsep \Nilaya h nodal ataupun konsep wilayah perencanaan 

melainkan mendasarkan diri pada kons~p wilayah homogen. 

Homogenitas ini diukur dengan tingkat pendapatan perkapita. Penentuan 

tingkat pendapatan perkapita diambil dalam ruang lingkup kehidupan 

masyarakat nelayan pada umumnya (nelayan tradisional). 

Wilayah pesisir/pantai adalah wilayah antara . darat dan laut, 

engan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun 

· erendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti 
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angin laut, pasang surut, perembesan air- laut yang dicirikan oleh 

vegetasinya yang khas. Batas wilayah pesisir kearah laut mencakup 

bagian atau batasan terluar dari daerah paparan benua, di mana ciri-ciri 

perairan ini masih dipengan}hi oleh proses alami yang terjadi di darat 

seperti sedimentasi oleh a!iran air tavvar, maupun proses yang disebabkan 

oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan 

pencema r-a n . Pembang unan di vvi layah pesisir ini sangat perlu 

direncanakan dengan baik karena merupakan wilayah yang unik yaitu 

pencampuran antara pengaruh darat_ dan laut (Saptarini, 1996). 

Strategi pembangunan wilayah pantai secara berkelanjutan pada 

dasarnya merupakan strategi pembangunan yang mengacu pada suatu 

ambang batas yang luwes pada laju pemanfaatan ekosistem alami, serta 

sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Pembangunan vvilayah pantai 

yang berkelanjuta n adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alami 

yang sedemi!<ian rnpa sehingga kapasitas fungsionalnya untuk 

memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak rusak . 

Sedikitnya ada tiga kunci strateg is konsepsi pembangunan desa 

pantai. Pertama, kaita ri lingkup kemakmuran yaitu 1) pembangunan 

1ar1usia seutuhnya, 2) pembangunan desa/wi layah dan 3) pembangunan 

sosial ekonomi masyarakat. Kedua, perencanaan pelaksanaan 

embangunan yaitu vvarga desa dan orang luar desa yang mewakili unsur 

irokrat; teknokrat dan sukarelawan . Ketiga, perencanaan yang terpadu 

ai tu keterpaduan antara bottom up dengan top down (Darus, 1997). 

' 
Pembangunan yang dilakukan sejak pemerintahan orde baru 

-ernyata telah menempatkan negara pada posi /1.i yang dominan dalam 

roses pembangunan . Di pedesaan, banya'k prog1 am pembangunan yang 
( 
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dilakukan dengan pendekatan teknokratis yang bersifat top down. 

Contohnya menurut Hardjono (1983, g_9J9_m Alfitri, 1993) pembangunan 

pertanian melalui "revolus( hijau" yang ditujukan untuk mencapai 

swasembada beras. Program seperti Bimas, Inmas, Insus dan berbagai 

institusi lain yang menyertainya seperti BUUD dan kemudian KUO dari 

semula tergantung langsung pad a intervensi pemerintah (Alfitri, 1993). 

Pembangunan pedesaan yang mendasarkan diri pada keswadayaan 

menurut Ismawan (1992) dapat dilihat sebagai jalan keluar untuk 

meningkatkan partisipasi wong cilik dalam pembangunan. Keswadayaan 

akan lebih efektif kalau masyarakat mengorganisasikan diri dalam 

kelompok-kelompok swadaya masyarakat. 

2.3 Kemiskinan Penduduk Pedesaan 

Kartasamita (1996) mengungkapkan bahwa kemiskian sekurang­

kurangnya disebabkan oleh empat penyebab . Pertama rendahnya 

pendidikan, kedua rendahnya derajat kesehatan, ketiga terbatasnya 

lapangan kerja, dan keempat kondisi keterisoliran. Keempat penyebab di 

atas menunjukkan adalanya lingkaran kemiskinan. 

Soedjito (1987) juga mengemukakan tingkat pendidikan yang 

rendah merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan 

masyarakat. Dalam membangun pedesaan menunjukkan bahwa banyak 

endala utamanya terletak pada terbatasnya &ma masyarakat, akibat 

emiskinan, dan tenaga kerja termasuk anak-.
1
mak 

anyak dicurahkan pada kegiatan ekonomi prodLjktif. 
I 
l 
t 
\ 

usia sekolah lebih 

"' '" ' ' ' .. ...... . .. , 
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Siasat baru dalam pembangunan harus rnenolak jalan pikiran 

bahwa kemiskinan dapat diperangi secara tidal< langsung melalui laju 

pertumbuhan yang akan terus merembes ke rakyat banyak melalui tricle 

down effect. Titik tolaknya haruslah dengan pemikiran bahwa kemiskinan 

harus langsung diserang (Haq, 1983). 

Bryant dan White ( 1982) rr1enyatakan salah satu cara untuk 

memberikan peran kepada si miskin dalam proses pembanguann adalah 

dengan .pe.nwmbuhan kuasa dan wewenang (empowering). Perlu teknik­

teknik sosial dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu 

dengan mengutamakan bentuk-betuk organisasi swadaya·. Korten 

( 1983) menyebut organisasi swadaya ini sebagai struktur penengah. 

Keswadayaan bisa dipahami sebagai "semangat" yakni upaya yang 

didasarkan pada kepercayaa n kemampuan diri dan berdasarkan pada 

sumberdaya ya ng dimiliki. Keswadayaan j uga bera rti semangat untuk 

embebaskan diri dari ketergantungn pada pihak luar atau kekuatan dari 

atas (Raharjo, 1992). 

Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada 

-sumsi bahvva kemiskinan merupakan fenomena rendahnya 

esejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumberdaya. 

dahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat 

ltidimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor, 

isalnya ; kerentanan, ketidakber·dayaan, tertutupnya akses kepada 

agai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, 

ginya ketergantungan mereka, dan terefkesikannya dalam budaya 
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kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya 

(Tjokrowinoto, 1993) . 

Kondisi di atas terjadi bukan !<arena dikehendaki oleh si miskin, 

melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada 

padanya. Orang miskin adalah orang ya ng serba kura ng mampu dan 

terbelit dalam lingkaran ketidakbe1-dayaan (TjokrmNinoto, 1993). 

Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di pedesaan erat 

kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. 

Partisipasi masyarakat ini dimulai dari .perumusan persoalan, 

perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian 

keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini diharapkan 

rnasyarakat pada akhirnya memiliki kernarnpuan rnernbangun dirinya 

sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan. 

Untu k menanggulangi kemiskinan, Kartasasmita (1996) 

enyebutkan perlu nya memperhatikan tantangan, modal dan potensi 

ang ada. Tiga arah kebijakan yang dapat dila ku kan adalah pertama, 

ebijakan ti da k la ngsu ng yang diarahka n pada pencip taa n kondisi yang 

enjarnin kela ngsungan setiap upaya penar.ggulangan kerniskinan; 

edua, kebijakan langsung yang dituJukan kepada golongan masyarakat 

erpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang 

i aksudkan untuk mempersiapkan masyc-.raka !: miskin itu sendiri dan 

arat yang bertanggung jawab langsung terhac'1ap kelancaran program, 

erta sekaligus memacu dan memperluas upayc' untuk penanggulangan 

iskinan. j 

I 
f 
t 
l 
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Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan 

diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan 

memanfaatkan sumber·daya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat 

juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telar ; tersedia sebagai hasil 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Rahardjo, 1992). 

Menurut Chambers (1983), kemiskinan itu sendiri bukanlah hal 

yang sederhana. · Kemiskinar berakar dalam be1·bagai faktor internal yang 

melekat pada d11·i orang miskin itu sendi1·i seperti l(etidakberdayaan, 

kerawanan, kelemahan fis ik, isolasi dan kemiskinan itu sendi1·i, dan dapat 

pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan 

pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat 

ekoncmi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut Soetrisno 

( 1991) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program 

pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi 

asyarakat desa menyebabkan matinya kemandirian politik 

embangunan . 

2.4 Pemberdayaan Masyarakat 

Chambe1·s ( 1995, dalam Ka1-tasasmita, 1996) Pemberdayaan 

asyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

erangkum nilai-nilai. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

... rr.bangunan, yakni yang bersifat "people-centeredr participatoryr 

poweringr and sustainable" . Konsep ini lebih luas dari sekedar 

emenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau rnenyediakan mekanisme 

uk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya 
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belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya rnencari alternatif 

terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu. 

Mas'oed ( 19 93) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada rakyat 

(empowerment). Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau 

penguatan masya1-akat sangat beragam. Menurut Adam Malik (dalam 

Alfi~n, 1980) upaya pemberdayaan itu adalah berwujud "adanya kemauan 

untuk mengubah sti-u ktur masyarakat yang selama ini berlaku". Oleh 

karena it u upaya mengentaskan orang miskin Gari kern iskinannya secara 

hakiki (bersifat mendasai-) sama sulit nya deng<m usaha memberdayakan 

masya rakat. Dan buka n merupakan pekerjaan yang rnudah dan bersifat 

instant (segera ada hasi lnya). 

Menurut Sumodiningrat ( 1997) strategi pemberdayaan dapat 

dilakukan dengan : I 
1. Motivasi masyarakat; yakni adanya suatu pr j)ses penciptaan kondisi 

yang membangkitkan kesadaran akan iJOtensi yang dimiliki 

masyarakat dan ada usaha untuk mengembangkannya. 

2 . Empowering; yakni memperkuat po-~ensi dan daya yang d.imiliki 

masyarakat dengan memberi kan input dan rnernbuka peluang untuk 

berkembang. 

Proteksi; yakni memberikan perlindungan agar ya n~J lemah tidak 

menjadi semakin lemah . 

Selain itu pembe 1-dayaan kepada masyarakat harus diikuti 

mberdayaan kepada aparat pemerintah sebagai agen pembangunan 

ng memberi kan arahan, birnbingan da n pembinaan kepada masyarakat 
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dalam rnelaksanakan setiap program pembangunan. Hal-hal yang perlu 

diperkuat yqkni : kemampuan aparat pemerintah sebagai pembina dan 

pembimbing rnasyarakat dan lernbaga sosial masyarakat. Penguatan 

lembaga-lembaga sosial masyarakat harus diar ahkan untuk dapat 

menumbuhkan ta nggung-jawab masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan . Pei-an serta masyarakat di satu daerah berkaitan erat 

dengan pernahaman tentang potensi daerah, kemampuan untuk 

menciptakan dan memanfaatkan peluang dalam pembangunan daerah. 

S2tidaknya ada dua hal yang dilakukan aparat dalam proses . 

pembe1-dayaa11 masyarakat yaitu 

1. Bahwa peran tidal< harus berupaya meln kukan sendiri, tetapi 

mengarahkan. Artinya kalau dilakukan masyarnkat maka jangan 

1 
I 

dilakukan oleh pemerintah. 

' 2. Masyarakat hendaknya diikutsertakc:.n mul <I i dari proses survei, 
I 

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi rfe mbangunan dan juga 
' 

proses pengambilan keputusan (Sumodiningrnt,, 1997). 

Peningkatan peranserta masyaraka·t juga dapat dilakukan dengan 

ara mendayagunakan mekanisme perencanaan masyarakat di tingkat 

esa dengan menghidupkan musyawarah yang diperankan oleh 

asyarakat desa yang di him pun dalam wadah LKMD. Ka1·todirjo ( 1987) 

engemukakan bahwa tokoh masya rakat memegang peranan penting 

lam mendukung pembangunan masyarakat pada umurnnya. Hal ini 

ena tokoh masyarakat dengan oto1·itas tradisionalnya mempunyai 

garuh yang efektif dalam pelaksanaan be1·bagai macam program 

, bangunan di desa. 
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2.5 Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa 

Pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa 

merupakan proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, 

yar,g mencakup selui-uh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya melibatkan instansi pemerintah, !embaga 

pemerintah non-departemen dan lembaga kemasyarakatan yang 

dikordinasikan da la m wada h kelem bagaan desa. 'Oleh karena itu 

pembangunan desa pe1-1u direncanakan secara partisipatif dan 

dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan 

(Dirjen PMD, 1996). 

Karena pengelolaan pembangunan desa meliputi berbagai aspek 

dan ket:er=kaitan dengan banyak pihak, maka tidal< dapat dihindari 

bilamana metode perencanaan partisipa tif diperkenalkan di desa dalam 

banyak jenis. Metode atau perencanaan partisipatif tersebut sangat 

dipengaruh i oleh masing-.masing pihak, ba il< instansi pemerintah maupun 

lembaga lainnya, sesua i deriga n kepen t ingannya . 

Metode perencanaan pa:-tisipatif ya ng langsung mel ibatkan peran 

serta masyara kat te lah banyak dikena l. Berikut beberapa metode 

perencanaan partisipatif. 

Metode ZOPP, merupa kan perencanaan proyek yang 

berorientasikan kepada tujuan. ZOPP mei-upakan singkatan dari ziel 

(tujuan), orienterte (berorientasi), projekt (proyek) dan planung 

(pe1-encanaan) . Metode ZOPP dalam penerapannya, dikenali dari ciri-ciri 

utamanya yaitu 

a. adanya kerja kelompok, dilakuka n oleh semua pihak terkait, 
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b. adanya peragaan, dipaparkan agar semua pihak mengetahui, 

c . adanya kepemanduan, diperlancar oleh orang tertentu untuk 

membantu mencapai mufakat. 

Perencanaan dengan metode ZOPP mempunyai kegunaan untuk 

meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait, mengetahui kead~an 

yang ingin diperbaiki rnelalui prnyek, merumuskan tindakan-tindakan 

yang diperluan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai dasar 

pelaksanaan proyek . Mutu hasi! perencanaan sangat tergantung pada 

informasi yang tersedia dan yang diberikan (Dirjen PMD, 1996). 

Metode Participatory Rural Apprasial (PR:A) dimaksudkan sebagai 

etode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, 

engan , dan oleh masyarakat desa sendiri. Pengertian belajar di sini 

1 empunyai arti luas, karena meliputi juga kegiatan mengkaji, 

erencanakan dan bertindak. Prins!p kerja rnetode PRA hampir sama 

enga n metode ZOPP. Dalam metode ini masyarakat juga dilibatkan 

ara langsung dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan 

mbang unan, mengutamaka n alat kaJian, dan adanya pemandu. 

Metode PRA teka na nnya bukanlah pada kemam puan teknik-teknik 

dalam partisipasi pengumpulan data, penggunaan alat kajian dan 

nsip kepernanduan. Penekanannya justru pada proses belajar 

asyarakat dan tujuan teknis untuk pengembangan program. Sebab 

erapan metode PRA adalah untuk mendorong masyarakat turut serta 

eningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kehidupan 

kondisi rn·ereka sendiri, agar mereka dapat menyu ~;un rencana dan 
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tindakan . Metode PRA juga bers ifa t untuk menerima ca ra-cara baru dan 

metode baru yang dianggap cocok (Dirjen PM D, 1996). 

Metode Rapid Rural Apprasial (RRA) merupakan metode yang 

digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat. 

Pelaksanaannya dilakukan oleh suatu tim dan dilaksanakannya dalam 

waktu singkat, sekitar 4 hari sampcii 3 min9gu. Metode ini dilaksanakan 

dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi, kemudian 

mengamati dan me l a ~< ukan vvmvancara langsung. Semua informasi 

tersebut diola h oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada 

masyarakat sebagai dasar perencanaan. 

Metode RR/ \ lebih berfungsi sebaga i perencanaan dari penelitian 

lebih la nju t, atau sebag ai pelengkap peneiitian yang lain, atau sebagai 

kaji tindak untuk men yelaraskan antara keinginan masyarakat dan 

penentu kebijakan (Dir] en PMD, 1996) . 

Metode Musyawarah Mufakat Pembangunan Desa (MMP-Desa). Metode 

ini menghasilkan keputusan bersama rencana p~mbangunan desa yang 
; 

terdokumentasi dalam laporan MMP-Desa. Hal-hal yang unik dari metode 

ini adalah dalam mencapai keputusan bersamcr tumbuh keterbukaan, 

dan terlaksana da lam sL.: asana akrab dan gembir<
1
. 

l 

I 
Selanju tnya Gi nt ing ( 1990) menyebutkan l'.m dasan pemikiran yang 

I 

mendasari MMP-Desa adalah bahwasannya pengalaman dan juga motivasi 

pembangunan desa berada di tangan atau dalam diri warga desa sendiri. 

egunaan MMP-Desa dapat dilihat sebagai alat, sebagai garis besar 

engarahan per"j uangan sebagai pencerminan ke arah mana peningkatan 

ubungan desa dengan ' luar desa ' di kembang kan . Manfaat MMP-Desa 
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selain dapat menghasilkan perencanaan desa, juga dapat menampung 

aspi:asi warga, meningkatkar'.1 swadaya dan memperkokoh rasa persatuan 

dan kesatuan serta kebersamaan di desa. 
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BAB III 

DESKRIPSI DAERAH STUD! 

3.1 Geografis Kabupaten Langkat 

Kabupaten Langkat terletak di antara 3°14' - 4° 13' LU dan 97°52' -

98°45 BT. Topografi kabupaten ini terbagi menjadi wilayah pesisir pantai 

(0 - 4 meter dar-i permukaan laut), dataran rendah (0 - 30 m dpl) dan 

data ran tinggi (3 00 - 12 00 m dpl) . Di sebelah Utara kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timu1· dan Selat Malaka. Di sebelah 

Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli ~;erdang, sebelah selatan 

dengan Kabupaten Karo dan di sebelah bar.:::lt berbatasan dengan 
I 

Kabupaten Aceh Tengga ra/Tanah Alas. 

Kabupaten ini banyak dialiri oleh sun· Jai-sungai bE!sar yang 

ermuara ke Selat Malaka. Sungai Wampu n :erupakan sungai yang 

erpanjang yaitu 105 kilometer dengan lebar 10(! meter dan areal 2.569 
l 

km 2
. Berikutnya adalah sungai Ba tang serangan dengan panjang 80 

"i lomete1· lebar 10 0 meter dan luas areal sekitar 1.143 km 2
. 

Selain di lalui oleh banyak sungai , kabupaten ini juga memiliki 

.i layah pantai yang luas. Lima kecamatan yang berada di kawasan 

ntai Selat Malaka yaitu Pangkalan Susu, Berandan Barat, Babalan, 

- anjung Pura dan Secanggang. Di samping kelima kecamatan di atas 

erdapat dua kecamatan lagi yang tidak langsung berbatasan dengan 

tai tetapi banyak penduduk mencari nafkah sebagai nelayan. 

Kabupaten L.angkat masuk ke dalam \/Vilayah Pembangunan III 

matera Uta ra bersama dengan f<abupaten Deli Serdang, Kotamadya 

dan, Binjai dan Tebing Tinggi . Di Ka bu paten Langkat sendiri terdapat 

23 
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tiga Wilayah Pembangunan. Wilayah Pernbangunan I (Langkat Hulu) 

meliputi Kecamatan Bahorok, Salapian, Kuala, Selesei, Binjai dan Sei 

Bingai. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi Kecamatan 

Stabat, Secangang, Hinai, Padang Tualang, dan Tanjung Pura. Wilayah 

Pembangunan III (Teluk Haru) meliputi kecamatan Gebang, Se.i Lepan, 

Babalan, Berandan Ba rat, Pangkalan Susu dan Besitang. 

Tabel 1 : Jumlah Desa, Penduduk, Luas Dan Kepadatan Penduduk 
Kecamatan Di Kabupaten Langkat Tahun 2001 

i Penduduk Lu as Kepadatan 
No. Kecamatan Des a ! (Jiwa) (Km2

) (Jiwa/Km2 ) i 
I 1. Bahorok 19 ! 42.440 955,10 44 
I 2. · Salapian 22 i 50.008 469,90 106 
! 3. Sei. Bingei 15 I 44.233 338,45 131 
l 4. Kuala 16 [ 39.830 194,76 205 
I 5. Selesai 12 i 57.466 152,08 378 
i 6. Binjai 7 [ 34.982 49,55 706 
! 7. Sta bat 10 i 66.928 153,57 436 

U~.'. .......... 'fli3_!!!E~---- -- - ----- --------------------·-··-l----------- · ·------------ ·9_j__ __________________ ~_?}~Q .. - --- · -- · ---·- - -- -~}Q_&? .. - ------- -------------------~~--
i 9. Padang Tualang i 9 i 44.335 739,93 60 
!-------------- ----------------------------------------------·-----··+········-------------- --·--··--·+··-------------------------··----------------------------------------------------------------- ------

~--f i'.·---- --~~-~!~i~~~?-n~921;;··-----------------t------- --- - ---------- - ------~-+- - ----------- - ---j-~'.ij1~--\ - - ---------- - · ---~6~~-- ---- ------ - ----------- ---- --- --~--
! 12. Hinai 12 I 47.106 ,. 114,88 410 
l 13. Secanggang 14 I 67.424 248,73 271 
i 14. Taniunq Pura 16 i 63.096 I 165,78 381 
i 15. Gebang 9 i 43.798 , 162,99 269 
I 16. Baba Ian 8 l 53.965 ~ 101,80 530 
i 17. Sei Lepan 10 i 49.296 j 306,81 161 
i 18. Brandan Barat 6 j 19.769 ' 92,00 215 
! 19. -Besitanq 11 i 49.1141 710,48 69 

~-~: ________ P.~-~g-~-~!! __ ~l:l_s.~--- ----·-- · -··--·· -· -L---- - --------------- - --)§_,l ______ __ ___________ '!§.:~~-? , ------- - - -- -----~z~J_~_i. __ ----- ·------ - - ---------------1-~- -
1 Kabupaten Langkat ! 230 ! 916.900 ~ 6.263,29 146 
: : : 

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2001 

Kabupaten Langkat terdiri atas 20 kecamatan setelah diadakan 

pemekaran terhadap dua kecamatan pada tahun 1999/2000. Kecamatan 

Stabat di bagi menjadi dua yaitu Stabat dan Wampu, Kecamatan Padang 

Tualang dibagi menjadi tiga kecamatan yaitu Padang Tualang, Batang 

Sernngan dan Saw it Seberang. Berdasarkan data Ka bu paten Langkat 
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Dalam Angka 2001, jumlah desa/keiurahan di kabupaten ini sebanyak 

230 . Kecamatan Salapian merupakan yang terbanyak desa/kelurahannya 

yaitu 19 desa . Kecamatan Padang Tualang memiliki luas yang paling 

besar yaitu 95 5,1 0 Km 2 dan jumlah penduduk sebanyak 42.440 jiwa. 
, 

Kecamatan terpadat adalah Binjai dengan luas hanya 49 ,55 Km2 

sedangkan jumlah penduduknya mencapai 

dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini. 

34. Si32 jiwa. 

I 

Keadaan ini 

3.2 Perekonomian Kabupaten Langkat 

i 
Pendapatan per kapita penduduk kabupaten ini mengalami 

peningkatan hingga ta hun 1997 , tetapi tahun 1998 mengalami penurunan 

sej alan dengan ada nya kr isis ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat .dari Tabel 

di ba1Nah ini, di rna na PDRB per kapita penduduknya pada tahun 1993 

sekitar 1.784. 932 , 74 rup iah meningka t menj adi 2 .2 0 2 . 725 ,57 rupiah di 

'-ahun 1997 . Tahun 19 98 pendapatan perkapitanya menurun sekitar 

2, 76 persen menjadi 2 .141.844 ,59 rupiah. Tahun 1999 perekonomian 

ga rnengala mi penurunan, baru di tahun 2000 dan 2001 mengalami 

eningkatan menjadi 1. 957. 966 rupia h . 

'label 2 : PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Langkat Tahun 
1993 - 2001 Atas Dasar Konstan Tahun 1993 

Tahun 
PDRB 

(Ru pia h) 
Pertumbuhan 

{%) 
PDRB/Kapita 

(Rupiah) 
Pertumbuhan 

(%) 

1993 1.502.913,37 l - 1.784.932,74 ! -
1994 1.634.088,29 ! 8,73 ! 1.921.778,54 i 7,67 
1995 1.719 ,841,15 5,25 i 2.003 .542,81 ! 4,25 

1996 1.848 .572,29 ' 7/ !9 ! 2,135,103,13 ' 6,57 !-----------------·- ~------- --- -- - ----------- ------------- -+------ ----------- -------- -----------------+--- ------------------------------------------+--------- -----------------------------------
1997 1.921.657J9 l 3,95 : 2.20?. 725,57 i 3,17 
1998 1.882,038 ,84 ! -2,06 

I 

2.141.844,59 l -2,76 
' 

! 
1999 1. 712.274, 75 -9 ,02 1 1.910.281,12 -10,81 

- I 2000 1.738 .876,92 ! 1,55 i 1.918 ,094,04 : 0,41 

I 2001 1.795,258,57 3,24 1.957.965,50 j 2,08 

Sclm ber : Kabupal~·n Langkat Oafom Angka 200.1 
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Tahun 199 3 PDRB kabupaten ini sebesar 1.218.239 j uta rupiah 

meningkat menj adi 1. 767 .4 54 ju ta rupia h di ta hu n 19 97. Struktu r 

ekonorn i Kabu paten Langka t rn as1h didominasi sektor" pertanian diikuti 

sektor industr i . Tah un 19 93 su mbangan sektor pertani;;in terhada p PDRB 

seki tar 5 9 ,2 7 persen da n tahun 2001 nail< menjad i 65 ,36 persen . 

Gambaran ini dapat dilihat dari Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3 : Produll: Domestik Regional Bruto Kabupaten Langkat 
Tahun 1993 - 2001 Atas Dasar Harga Konstan 1993 

No. 
Sekto.- Tahun 

Ekonomi 1993 1995 i 1997 1999 2000 2001 
-····----- ----·----------------------------·----- ---- ------------ --------------- --------·--------------+------------------------ ·----------------------- ---------------------- -------------------------

- L Pertanian 722.040 868.703: 1.011 .152 1.1 35.46/ 1.1 32.833 1.173 .320 
t----+--------+--- -+---_____,.:----- ------+----- -----+--------i 
2. Penggalian 808 1 .294 i 1.645 1.763 2.035 2.335 

t-----+---------+-------+-------·---r------+----+--------t----1 
3. lndusb i 156 .899 192.524 i 219.453 185.903 186.603 191.876 

--- --- ----- ---------·--------------------------------- -- ------------------------ ---------------- -------+------------------ ------ --------·--------------- ------------·--------·-- ---------------------------
4. Utility 4.875 8 .138[ 10.750 11.717 13.545 14 .223 

5. Konstruksl 2.5 .47.5 27.704 ! 30.219 2S .76S 31.707 31.484 

6 . Pedaganrian. Hotel & 
Res tor an 

7 _ Transport as i & 

140.712 

46.254 

169 219 ! 

' ") ) 36 ! J~ . : 

185.392 155.546 173 .848 179.845 

60 .682 51.023 51 .769 52.767 
Komunikasi 

---··----- ----------------·-· ··-· · ·--- ------- ·--·- ---- - ·----- -··----- --- ---· · ·--------·----·-- ----.-+-------·-·--·-----·-·---- ... ·-·------------·- .. -- ------- ·-·· -·--·-··-- ---··--- -·- -·-----·· ··-·---
8. Jasa Keuangan 34 .690 45.304 [ 55 .216 53 .26 2 54.866 5.'i.541 

9 . Jasa La innya 86 .487 101 .939 8&.827 91 .500 93 .868 
1--~-------!--~---~~--~----1--------+-----+-----1 

PDRB 1 .218.239 l..456 .2 40 [ 1.67'6.45 4 1.712 .275 1.738.707 1.795.259 

Sumber : Kab upaten Langkat Dalam Angka 2 001 

Sekto1- ked ua dan ketiga ditempati sekto1· industri dan sekto1-

perdagangan, hotel dan restoran . Tahun 1993 sumbangan sektor industri 

terhadap PDRB La ngkat sekitar 12,88 pe1·sen dan di tahun 2001 menjadi 

10 ,69 persen . Dem ikian pu la dengan sek.tor perdaga ngan hotel dan 

restoran di tahun 1993 sekitar 11,56 persen dan tah un 2 00 1 juga 

, en urun menj adi 10 ,0 2 persen . Sektor -s;:=ktor yang mengalami 

eningkatan dalam kontribusi terhadap PDRB antara lain adalah 

ertam bangan cla n pengga lian, utiliti 

keuangan. 

i 
( listri k ,I air minum) ,. dan jasa 
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3.2 Kecamatan Berandan Barat 

Kecamatan Berandan Barat adalah salah satu Kecamatan yang ada 

di Kabupaten Langkat, propinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini 

berbatasan dengan Selat Malaka di Utara, Kecamatan Babalan dan Sei 

Lepan di sebelah Timur, Kecamatan Pangkalan Susu dan Besitang di 

sebelah Barat serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Lepan. 

Secara geografis berada di 4°04' 15" Lin tang Utara sampai 4°58'45" LU 

dan 98°15'20" Bujur Timur sampai 98°18'45" BT. Kecamatan Berandan 

Barat merupakan bagian dari wilayah pembangunan .III (Teluk Haru) 

Kabupaten Langkat yang terdiri dari 6 desa yaitu : desa Tangkahan 

Durian, Sei Tualang, Pangkalan Batu, Lubuk Kasih, Perlis dan Lubuk 

Kertang. Jarak pusat pemerintahan wilayah kecamatan dengan Ibukota 

Kabupatan 46 Km atau satu jam perjalanan dan dengan Ibukota propinsi 

berjarak sekitar 89 Km a tau 2 jam perjalanan. 

Luas ·wilayah Kecamatan Berandan Barat adalah 9.200 Ha. Dengan 

jenis penggunaan tanah antara lain adalah untuk sawah, pekarangan, 

bangunan, emplasemen, tegalan/ kebun, tambak, perkebunan swasta, 

kuburan dan lain-lain. Distribusi penggunaan lahan yang terbesar adalah 

untuk tegal/kebun sekitar 25,60 persen, untuk perkebun::m swasta sekitar 

23,45 persen dan untuk tanah sawah sekitar 16,65 persen. Luas 

enggunaan lahan untuk tambak sekitar 2,65 persen dan ini berada pada 

sisi jalur hijau. Secara rinci terlihat dari Tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4: Distribusi Penggunaan Lahan Di Kecamatan Berandan 
Barat Tahun 2001 

Lu as 
No Jenis Penggunaan Tanali Ha O/o 

1. Tanah sawah 1.531,80 16,65 

2. Pekarangan/ Bangunan/ Emplasernen 769,12 8,36 

3. Tegal/ Kebun 2.355,20 25,60 

4. Tarnbak 243,80 2,65 - --------------- --------------------- ·-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------
5. Perkebunan Swasta 2.157,40 23,45 

- -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- -- ---- ------- -------------------------------- ------------------------------

·- --~: ........ ---~P~-~~~-~ _ _?.I~-~ - -~~~-- - ··-·· · -··· ···· · · - ··--··· · · ·· · · · · ·· - ·· ·-·· · ····· · ·· · - · · ··· - - · ····· · ·· ··· ····-·-···········-···-·--··_?.:??. __ - - -- -- --------------~!.~~--
7. Jalur Hijau 1.502,36 16,33 

- ----------- -----------------·------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ -------- ----------------------
8. Kubu ran 324,76 3,53 

9. LA in-lain 312,80 3,40 
- ------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ---- --- ----------------------- -- ---------- ------------------------- -----

Ju m la h 9.200,00 100 

S umber : Non ografi Kecamatan Berandan Barat 2001 

Sarana dan prasaran yang ada di Kecamatan Berandan Barat ini 

tel ah cukup bai k dan memadai. Hal ini dapat dilihat d~ri jenis dan sarana 

yang telah tersedia dalam kondisi yang baik . Jenis dan jumlahnya dapat 

dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Berandan Barat 
Tahun 2001 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah (unit) 

1 Sarana Ibadah 
Mesjid ! 

l4 
Mushola ' 34 . 

• Gereja I 2 
• Pura l 1 

Sarana Kesehatan l 
' 

• Puskesmas ! 6 
2 

Pos/klinik KB 
; 

2 ., 
• Posyandu 18 

3 Sarana Pendidikan 
• SD 20 
• SLTP -. 

.:i 

SLTA 
• Madrasah 1 

4 Sarana perekonomian 
KUD 2 
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No. Sarana dan Prasarana Jumlah (unit ) 

• Industri RT 7 
• Rurnah makan 7 
• Toko/warung 197 

••- -•- •• •••••••• --••··· · ••• • •·•• ·•• •• · - - •-•••••••-• · •· ···•·•·•••••• ••• •••·•-••••• ••••••••••••••••• •• •-··T···•· · • • --•••••••• · •·•·•·•··• --•••••••••••••• • ••••••··••· ·•· • - ••••••••••-······ ·••••••• • • •·--

5 Prasarana pemerintah 
• Balai desa 4 

Kantor desa 6 

Sumber : Nonografi Kecamatan Berandan Barat 2001 

Sarana dan prasarana yang ada meliputi sarana sosial/budaya, 

kesehatan, perekonomian dan prasarana pemerintah. Saran a kesehatan 

sangat baik di mana terdapat 6 unit Puskesmas (termasuk pembantu) 

ditambah klinik dan posyandu. Sarana pendidikan masih kurang karena 

di kecamatan ini belum terdapat SLTA. Di kecamatan ini terdapat dua 

unit KUO sebagai sokoguru perekonomian dan banyak terdapat 

toko/warung yang menyediakan keperluan penduduk sehari-hari. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Berandan Barat adalah 19.769 jiwa 

yang terdiri dari 10 .152 jivva laki-laki dan 9 .617 jivva perempuan yang 

erbagi dalam 3 . 934 KK. 

Tabel 6: Distribusi Penduduk Kecamatan Berandan Barat 
Menurut Kelompok Umur Tahun 2001 

Jurnlah Persentase 
No. Kelompok Umu r (Jiwa) (%) 

1. 0-6 ! 2.901 14,67 : 

2. 7-12 3.075 15,55 
3. 13-18 i 3.261 16,50 

4. 19-24 2.032 10,28 

5. 25-55 

+ 
7.802 39,47 

6. 56-79 691 3,50 

7. 80 tahun ke atas i 7 0,04 ' 
Jumlah ! 19.769 100,00 i 

Sumber : Mono.qrafi Kecamatan Berandan Barat 2 001 
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Dari Tabel 6 di atas , dapat dilihat bahwa penduduk kecamatan 

Berandan Barat kelompok umur 25-55 tahun memiliki proporsi yang 

paling besar yaitu sekitar 39 ,4 7 persen diikuti kelornpok umur 13-18 

tahun sekitar 16,50 pETsen. Sedangkan kelompok umur 80 tahun ke atas 

memiliki jumlah penduduk yang terkecil yaitu sekitar 0,04 persen. 

Tabel 7 : Distribusi Penduduk Kecamatan Bernndan Barat 
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2001 

Jumlah Persentase 
No, Tingkat Pendidikan (Orang) (%) 

1. Belum Sekolah 2.932 14,83 

2. Tidak Ta mat Sekolah 2.299 11,62 

"' Ta mat SD 8.610 43,54 .;,, 

4. Tamat SLTP 3.664 18,53 

5. Tamat SLTA 2.185 11,05 
6. Tamat Ak.ade mi 42 0,21 

7. Tamat PT 44 0,22 

Jumlah 19.369 100,00 

Sumber : N on ografi Kecamatan Berandan Barat 2001 

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Bernnd~n Barat masih 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini dapat dilihat bahwa 

sebagian besar penduduk hanya mengecap tingkat pendidikan sampai 

a mat Sekolah Dasar yaitu sekitar 43 ,68 persen, ta mat SLTP sekitar 

18 ,84 persen. Penduduk yang menamatkan pendidikan lanjutan, 

akademi dan perguruan tinggi, hanya sekitar 0,43 persen. Dengan 

emikian secara kualitas, sumberdaya manusia di kecamatan ini masih 

urang. 
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Tabel 8 : Distribusi Penduduk Kecamatan Berandan Barat 
Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2001 

I 

No. Agama t Jumlah(jiwa) Persentase (O/o) 
' ' 

1 Islam ! 19195 97,06 

2 Katolik ~ 8 0,04 

3 Protest.an 506 2,56 

4 Bud ha 69 0,35 
--

l Juml a h ; 19.776 100,00 

Sumber : Monografi Kecamatan Beran dan Bara t 2001 

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Berandan Barat memeluk 

agama Islam ya itu sekitar 97 ,06 pe1·sen, Protestan sekitar 2,56 persen, 

Katolik sekitar O ,04 persen dan Bud ha sek itar 0 ,35 persen seperti yang 

terlihat pada Tabel 8. 

Tabel 9: Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Berandan Barat 
Tahun 2001 

No. Mata Pencarian ! 
1 

Jumlah (Orang) Persentase {O/o) 

1. • Petani Pemilik Tanah ' 2.031 22,35 i 

• Penggarap 1 204 2,24 
• Buruh Tani 222 2,44 

2. Nelayan i 2.221 24,44 
3. Buruh Bagunan 125 1,38 
~· 

! 4. Buruh Tarnbang i 120 1,32 
5. Buruh Perkebunan i 2.074 22,82 
6. Pedagang i 204 2,24 

' 7. Pengangkutan ! 155 1,71 
! I 

8. PNS i 114 1,25 
9 . Peternak 1.617 17 79 

Jumlah ! 9.087 100,00 

Sum ber : Monografi Kecamatan Berandan Barat 2 001 

Secara rinci pada Tabel 9 dapat dilihat tent")ng mata pencaharian 
' 

enduduk. Mata pencarian utama penduduk Keca ;natan Berandan Barat 

adalah sebagai nelayan yaitu sekitar 24 ,44 perse!i. Selain banyak juga 

l 
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yang beker·ja rn enjadi buruh perkebunan sekitar 22,82 persen, sebagai 

petani pern ilik ta nah sekitar 22,3 5 persen dan yang terkecil adalah 

rnenjadi PNS sekita r 1,25 persen. 
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DINAMIKA KELOMPOK MASYARAKAT 

4.1 Potensi Kelompok Masyarakat 

Sudah menjad i pengetahuan umum sejak lama, bahwa 

karakteristik budaya masyarakat pedesaan di Indonesia sangat beragam. 

Fenomena yang sama bahkan juga ditemui di Kabupaten Langkat yang 

secara sekilas memiliki satu kebudayaan, yakni budaya Melayu. 

Dalam kenyataannya, pengaruh pembangunan dan modern isasi di 

pedesaan Lang kat telah menyebabkan munculnya diferensiasi mata 

pencaharian penduduk pada tingkat desa . Nar:iun demikian, istilah di 

atas tetap relevan dipakai untuk menunjukkan bahwa di desa pantai. 

Menurnt pengama~an, nelayan di desa irli memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan petani pada um umnya Pendapatan mereka 

bersifat da ily increments , j umlahnya suli t ditentL,<an , sangat tergantung 

pada musim dan status nelayan . Selain itu produk mereka lebih banyak 

berhubungan dengan ekonomi tukar-mEnukar karena produk tersebut 

bukan makanan pokok, mudah rusak, dan harus segera dipasarkan, 

sehingga menimbulkan ketergantungan mereka pada pedagang atau 

· oke. Dalam hubungan dengan pemilik kapal, mereka cenderung 

Jirugikan. Kehidupan mereka diliputi olell kerentanan karena 

etergantungan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu 

enangkap ikan. 
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4.2 Keberadaan Kelompok Masyarakat 

Kelompok pada hakekatnya adalah k /~satuan kolektif yang 

merupakan unsur dari rnasyarakat. Sebagai sll atu unsur masyarakat, 
! 

kelornpok memiliki karakteristik dasar yang meng!kat semua anggotanya, 

seperti sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan~ identitas sosial. Sela in 

karakteristik dasar tersebut, kelompok memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari unsur masyarakat lainnya yaitu organisasi dan 

sistem kepemi mpinan (Koentjaran ingrat, 1987) . 

Kelompok biasanya te1·diri atas kumpulan dari orang-orang yang 

mempunyai kebutuhan yang sarna. Oleh sebab itu para ariggota 

kelompok biasanya juga merasa saling membutuhkan. Dalam keadaan 

yang semakin maju dan modern , kelompok-kelompok tersebut dapat 

berkembang sesuai dengan kepentingan mereka sehingga menjadi 

semakin beragarn. 

Masyaraka t di Desa Perl is Kecamatan Berandan Ba rat juga memiliki 

, elompok-kelompok semacam in i, baik ke lompok dengan tujuannya 

mencari keuntungan, kelompok yang bersifa t sosial, ataupun kelompok 

yang bersifat keagamaan. Dilihat dari proses kemunculannya, kelornpok­

kelompok- tersebut dapat dibedakan menJadi ti s3 , yakn i kelompok yang 

uncul atas in isiatif rnasyarakat sendi r i, kelornpok yang muncul atas 

orongan rnasyarakat seternpat, dan kelornpok yang muncul karena 

ibentuk pernerintah . 

Kelompok-kelompok di desa in i yang muncul · atas bentukan 

emerintah, yakni kepala desa melalui kepala dusun masing-masing 
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seperti kelornpok masyarakat Delima dan Mawar. ~Celompok ini berdiri 

tahun 1999 dan sampai saat ini masih berjalan. Anggotanya meliputi 

nelayan yang mengusahakan ikan asin dan terasi dengan jumlah anggota 

masing-masing 20 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah ideal 

apabila dikaitkan dengan kekompakan sebuah kelompok. Menurut 

Slamet (1978), jumlah anggota kelompok ya~g terlalu besar akan 

mengurangi kekompakan kelompok, dan semakin kecil jumlah anggota itu 

maka kelompok akan semakin kompak. 

Kekompakan hayalah salah satu faktor ~ yang dapat digunakan 
I 

untuk menilai dinamika kelompok. Slamet (1978) menyatakan masih ada 

faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk menilai dinamika kelompok 

suatu kelompok. Faktor-faktor tersebut -antara lain adalah keefektifan 

kelompok, yang dinilai melalui tiga hal. Pertama, output dari kelompok 

itu sesuai dengan tujuan atau tidak; kedua, moral kelompok 

(antusiasisme) cukup tinggi atau tidak; dan ketiga, anggota cukup puas 

terhadap hasil atau tidak. 

Apabila kelompok masyarakat Delima dinilai clari tiga hal tersebut 

ampak bahwa k·elompok tersebut tidal< dinamis. Hal ini terlihat dari apa 

ang dihasilkan oleh kelompok, seperti produksi yang tidak stabil dan 

asih sangat tergantung kepada musim, dan penghasilan yang diperoleh 

~ · dak dapat memupuk modal. Juga dalam hal pengembalian dana 

bergulir, tidak sepenuhnya bantuan pinjaman yang diberikan mampu 

, ereka lunasi, sehingga tidak bergulir ke kelompok masyarakat yang 

in . Kepuasan anggota kelompok tidal< merata, karena sebagian jumlah 

antuan yang mereka terima tidak sama besJrnya padahal kegiatan 

_sahanya sama dan pemungutan cicilan juga tidak merata. 
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4.3 Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan 

Satu hal yang penting sekali sifatnya dalam hubungannya dengan 

dinamika kelompok adalah bagaimana menjamin kelangsungan kelompok 

tersebut sehingga dapat semakin memberikan manfaat bagi para 

anggotanya. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga 

kelangsungan kelompok tersebut jauh lebih sulit dibandingkan dengan 

membentuknya. 

Da ri berbagai kelompok tersebut di atas, kelompok pengajian 

merupakan kelompok yang relatif berhasil dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Meskipun demikian keberhasilan ini hanya dilihat dari 

segi jumlah anggotanya yang terbanyak dan kegiatannya yang masih 

terus berlangsung dan beberapa kegiatan akan dikembangkan. Selain itu 

kelompok nelayan, meskipun banyak anggotanya yang merasa kecewa 

kepada pengurus kelompok ini, narnun merupak:m kelompok yang cukup 

banyak anggotanya dan masih rnenyelenggarakan kegiatan pertemuan 

rutin. Sedangkan kelompok-kelornpok lainnya, seperti kelompok PKI<, 

kelompok Karang Taruna dan kelompok pemuda, hanya tinggal namanya 

saja karena tida k pernah mengadakan kegiatannya lag i. 

Perkembangan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa 

eberlanjutan kelompok tidal< cukup hanya didasarkan motif atau 

emauan kelompok saja. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan ·oleh 

erungan (1987) bahwa untuk mencapai tujuan kelompok, maka motif 

ang sama (motif be1-kelom pok) tersebut harus disertai dengan 

einsyafan anggota kelompok bahwa tujuan -tujuan te1-sebut hanya dapat 

i ·apai dengan kerjasama di antara rnereka . Tan pa adanya keinsyafan 
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ini, maka tujuan yang sama dari kelompok akan 1Jilakukan sendiri-sendiri 
r 

sesuai dengan kepentingan masing-masing angbota kelompok. Dalam 

kas~s _kelompok nelayan nampak adanya kecE '. 1derungan ke arah ini. 
.. 

Kelompok ini tidak mampu memberikan manf<::at secara merata bagi 

anggota-anggotanya, karena masing-masing anggota cenderung 

mementingkan diri sendiri. Akibat selar-ijutnya kelompok tidak mampu 

meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang menjadi anggotanya. 

4.4 Kebijakan Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Nelayan 

Nelayan tradisional umumnya memiliki alat tangkap · ikan yang 

sederhana (jaring dan pancing) yang tidak begitu produktif. Alat tersebut 

sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena potensi laut menghendaki 

jenis peralatan lain yang lebih efektif atau peralatan modern yang lebih 

"capital intensive". 

Mereka yang bekerja sebagai buruh nelayan penghasilannya tidak 

memuaskan, karena posisi mei-eka yang lemah dalam negosiasi 

penetapan upah/pembagian hasil dengan majikan · mereka pengusaha 

ekonomi kuat. Namun demikian penghasilan mereka relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nelayan tradisional. 

Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat setempat usaha yang 

perlu dilakukan adalah dengan menciptakan pekerjaan sebanyak­

banyaknya untuk mereka, ba :k langsung untuk kepala keluarga ataupun 

ntuk anggota keluarga mereka (ibu rumah tangga ataupun anak). 

Sehingga mereka mempunyai pendapatan pokok dan sampingan yang 

enunjang pendapata~ keluarga. 
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Untuk menciptakan tambahan penghasilan warga setempat 

langkah-langkah yang sudah dirintis oleh Dinas Perindustrian Sumatera 

Utara merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan 

mengadakan pelatihan dan bantuan peralatan kepada warga tentang 

aspek teknik pembuatan tepung ikan. Hal ini disesuaikan dengan potensi 

suberdaya yang tersedia baik dalam jumlah, kualitas dan minat mereka. 

Namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pembinaan lanjutan dan 

tidak adanya mitra usaha yang dapat niemberi akses kepada mereka 

menuju pasar yang lebih luas. 

Dalam menca1·ikan mitra usaha salah satu hal yang penting 

diperhatikan adalah pengusaha-pengusaha tersebut selain memiliki 

modal, juga mampu untuk memasarkan komoditinya dengan baik dan 

kontinu terutama dengan adanya perluasan usaha di desa ini. Lembaga 

swadaya masya1·akat perlu meinbantu dalam menganalisis prospek usaha 

tersebut te rmasuk aspek pemasaran dan finansial serta 

merekomendasikan cara ca ra untuk mempernleh tambahan bag i 

pengusaha yang bersangkutan j ika memang layak dikembangkan. 

Untuk nelayan pemili k perlu dikaji alternatif bentuk alat tangkap 

yang paling efektif serta tidak memerlukan modal yang terlalu besar. 

Masalah yang te1·ialu rumit mengena i hal ini adalah kesediaan para 

penyandang dana untuk membiayai usaha yang dilihat dari berbagai 

aspek mungkin layak, namun dilihat dari jaminan (collateral) sangat 

lemah. Perlu dipikirkan bagaimana bentuk usaha yang paling sesuai dan 

dari mana sumbe1· dana diperoleh. 
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Kegiatan-kegiatan bisnis lain yang perlu · dikernbangkan adalah 

usaha-usaha pengolahan . ikan seperti ikan asi r (cerbung), ikan teri, 

perebusan ikan da n pembuatan teras i. Untuk mening ka tkan nilai tam bah 

dari hasi l laut yang tidak bisa langsung dijual da le n bentuk segar cienga n 

harga wajar pada saat-saat terjadi "over supply" . f<eg iatan ini juga aka n 
- -

rnenirnbulkan banyak peluang kerja dan dapat mE • ingkatkan penghasilan 

warga setempat. 

Usaha-usaha peternakan kecil terutarna unggas (ayam dan itik) 

perlu dikaji kemungkinannya. Usaha-usaha ini tidak rnernerlukan modal 

yang besar dan dapat dilakukan sebagai usaha sarnbilan, namun kegiatan 

ini perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan. Pada waktu sekitar 10 

tahun yang lalu, Desa Perlis terkenal sebagai penghasil telur itik terbesar 

di kawasan Teluk Haru, narnun dengan adanya krisis ekonomi mendorong 

meningkatnya harga pakan tambahan. Akibatnya banyak usaha ternak 

itik yang tutu p karena biaya operasional yang ti nggi diband ingkan dengan 

ha1-ga ju al. Sa at in i keg iata n peternaka n da pat di kembang kan dengan 

memperkuat usaha pembuatan pakan ternak dari sisa ikan tangkapan 

yang mudah didapatkan di sekitar desa dan mengurang i ketergantungan 

kepada industri pakan. 

S~_Qef.!;:i pernyataan para nelayan yang memiliki keing inan beralih 

usaha, maka paling banyak adalah ingin membuat usaha dagang. 

Pengembangan usaha perdagangan, khususnya dagang eceran untuk 

barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari di Desa Perlis peluangnya 

perlu dikaji dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
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Idea lr,ya, jika ada ko;>eras i konsumsi di desa ini, maka usaha 

percl agan gan ece ran da pac di laksana kan oleh koperasi , dan anggotanya 

mendapatkan man faat clan kope1-a si tersebut . Di sarT1pi ng penyediaan 

ba ran g-barang konsurns i, kegiatan koperasi dapat diperlu as deng an 

kegiatan sim pan pinjam. Na mun hal itu ter:;ian tung kepada kesiapan 

untuk mendirikan koperasi dengan manajemen yang baik. Saat ini 

koperasi yang siap melaksanakan kegiatan tersebut belum ada sehingga 

perlu dikaji kemungkinan pendiriannya. Namun seandainya didirikan, 

tentunya akan mengurangi potensi peningkatan usaha dagang yang 

sudah ada selama ini, jika barang yang diperdagangkan sama. 

Alternatif lain untuk memobilisir dana masyarakat adalah 

membentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Lembaga sepe1-ti ini sangat 

penting artinya untuk memupuk masyarakat setem i::a t kh ususnya untuk 

menabung sehingga men unjang ke lanca1-an keg iatan bisnis masyarakat 

termasuk kelancaran perigembal ian pinj arn an . Selain itu juga rn arnpu 

memutus si k lus kete 1-gantungan masyarakat terhadap pa1-a 1-en teni1-. 

Wa laupun sepin tas lalu kelihatannya gaga san -gagasan di atas 

sederhar.a, namun sesungguhnya sangat kompleks. Karena itu perlu 

pengkajian yang lebih mendalam menger1ai kelayakan masing-masing 

royek dari sudut sumberdaya manusia yang te ·sedia, organisasi dan 

anajemen, tekn ik produksi , keuangan, lingkun~an baik fisik maupun 

sosial dan lain-lain . 

. T~rbatasnya sumber daya manusia khusw \nya ditinjau dari segi 

ualitas mengakibatkan kebijakan-kebijakan t~ ::: rsebut tidak dapat 

emberikan implikasi sekaligus dalam sekejap. Perlu perenca naan yang 
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terpadu mengenai kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan baik pada 

tahap persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. 

Kegiatan-kegiatan yang mutlak r,arus dilakukan adalah pelatihan­

pelatihan keterampilan sebelum memasuki tahap implementasi. Pelatihan 

perlu dilakukan secara intensif agar calon pelaksa na menguasai teknik 

produksi, se~ingga produk ycmg dihasilkan bena1·-bena r berkualitas dan 

dapat dipasarkan . Sebelurn pelatihan perlu di lakukan pen yaringa n m inat 

dan ba ka t sesuai dengan kegiatan usaha yang dike mbangkan . 

Pernbia yaan untu k pe latihan rnerupakan human in vestment" yang seda pat 

mungkin didapatkan dari program-progra m dincs-dinas terka it. 
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PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil studi yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat di 

Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat diambil 

beberapa kesimpulan: 

1. Kendala-·kendala ya ng dihadapi dala :n mengatasi kemiskinan 

ne layan di Desa Perlis adala h rendahn ya pendidikan yang 

diperoleh, kurangnya minat mengikuti kursus ketrampilan, 

rendahnya pengetahuan tentang ilmu perikanan , ke1:erbatasan alat 

tangkap dan kurangnya budaya menabung . ; 

2. P_otensi yang dimiliki oleh Desa Perlis untul·t mengatasi kemiskinan 
l 

adalah tersedianya sumber bahan bak 1_1 untuk usaha kecil 

pengolahan hasil ikan, sudah terbentuknya kelompok-kelompok 

masyarakat (pokmas), dan adanya · perhatian pemerintah dengan 

memberikan latihan keterampilan, serta tersedianya lahan untuk 

pengembangan tambak udang . 

3. Kebijakan yang dapat harus ditempuh pemerintah adalah yang 

langsung melibatkan masyarakat sebagai stake holder dengan 

mencarika n mitra usaha ata u bapak ang kat sehingga prndu ksi yang 

dihasilkan dapat dipasarkan, serta kon tinui tasnya terjamin. 

Pembentukan lembaga keuangan tingkat desa dapat mengurangi 

kendala modal yang selama ini mereka hadapi. Pembinaan yang 

42 
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baik juga dibutuhkan oleh mereka dan bukan hanya pelatihan 

sesaat. 

5.2 Rekomendasi 

Kepada Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait sudah 

saatnya memperhatikan secara lebih serius tentang kemiskinan 

masyatakat pesisir dan !Jukan sekedar menjadi wacana Si2rta pelaksanaan 

proyek semata. Perlu mengajak investor untuk mendirikan usaha yang 

berkaitan dengan pengolahan hasil-hasil laut, sepert i pembuatan terasi, 

tepung ikan, dan pakan temak. 
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